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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya akan disebut dengan BUMN)

merupakan badan usaha yang sejumlah perolehan serta kepemilikan modal
berhubungan dengan otoritas negara. Modal dari negara tersebut berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.! Sistem perekonomian nasional Indonesia
mengenal BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi selain Badan Usaha Milik
Swasta. BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber
daya vital dan potensial untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut
dengan UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara. Sedangkan, pada ayat (3) mengatur tentang peruntukan sistem
perekonomian negara, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.’

! Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang
BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 )

2 Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945



BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan kekayaan alam
dan sumber daya potensial yang ada di Indonesia. Peran BUMN dirasakan.
semakin penting selain untuk menguasai obyek usaha vital untuk kemakmuran
rakyat juga sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang
belum diminati oleh swasta. Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis
sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan pelaksana pelayanan
publik dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN Juga
Sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis
pajak, deviden, dan hasil privatisasi.>

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha
hampir seluruh sektor perekonomian, seperti pertambangan, keuangan, pertanian,
perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pos dan telekomunikasi serta
konstruksi dengan bidang usaha di berbagai lini yang dijalankan oleh BUMN,
membuat peranya sangat penting dalam perekonomian nasional dan berpengaruh
besar pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Perkara mengenai BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU BUMN) yang menentukan,. “bahwa Badan
Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi,” kemudian pengertian
itu berlanjut kepada pernyataan, “bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai

peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna

$Januwianti Atikah, Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik
Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta, Lex
Crimen,jurnal hukumvol.5 Nomor 3, maret 2016, Jakarta. him. 60.



mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Sebagai badan usaha yang berbentuk
Perseroan Terbatas sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (2) UU BUMN yang
menyebutkan, ‘“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah
BUMN vyang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling seikit modalnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Pemilik saham mayoritas dalam perusahaan BUMN Persero Negara
melakukan pengurusan BUMN melalui Direksi yang ditunjuk melalui Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya akan disebut dengan RUPS) serta peraturan
dalam Pasal 1 Angka 9 dalam UU BUMN yang menyebutkan, “organ BUMN
yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan
BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”
Mengingat aset BUMN adalah kekayaan pemerintah dalam hal ini saham minimal
51% dan sisanya dalah miliki swasta maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU
BUMN yang menyebutkan, “kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan
negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan
terbatas lainya.” Hal ini membuat saham BUMN merupakan implikasi dari
kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus perseroan Direksi diawasi
oleh komisaris dan dewan pengawas seperti yang tercantum dalam pasal 6 UU
BUMN. BUMN sebagaimana dikemukaan diatas yang modalnya terbagi dalam

saham tentunya memiliki kemiripan dengan perseroan atau PT pada umumnya,



yang dalam pertanggung jawabanya terdapat asas Ultra Vires dan asas Business
Judgement Rule (selanjutnya disebut dengan BJR).

Asas-asas tersebut dipertegas pula dalam pasal 92 ayat 1 Jo pasal 97 ayat 3
Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut dengan UUPT).
Asas Ultra Vires adalah pertanggung jawaban pengurus atau direksi korporasi
karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran perundangan yang sah,
anggaran dasar, keputusan RUPS, Keputusan Direksi, Keputusan rapat Anggota,
Keputusan Badan Pembina, dimana pertanggung jawabanya akan menempatkan
pengurus korporasi wajib.

Asas BJR merupakan prinsip perlindungan hukum bagi pengurus atau
direksi dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, keputusan, dan transaksi
yang berpeluang dapat mengakibatkan kerugian berskala masif bagi BUMN.
Maka, prinsip BJR juga menjadi jaminan atas itikad baik dan bertanggung jawab
secara wewenang direksi. Jadi, direksi dilindungi dengan prinsip BJR, sedangkan
Perseroan Terbatas atau BUMN dilindugi oleh asas Ultra Vires.

Prinsip BJR bertujuan dan berpedoman terhadap landasan bersikap bagi direksi
yang dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan transaksi bisnis
strategis, aman, serta spekulasi yang menguntungkan bagi perseroan. Black’s Law
Dictionary mendefinisikan BJR sebagai berikut :

“The presumption that in making business decisions not involving direct

self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis,

in good faith, and in the honest belief that their actions are in the
corporation’s best interest. The rule shields directors and officers from
liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the

transactions were made in good faith, with due care, and within the
directors or officers ‘authority.” (Henry Campbell Black, 1999:81)



Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa doktrin BJR adalah langkah
preventif supaya pengambilan keputusan tidak mengacu pada keputusan-
keputusan pribadi/golongan serta memiliki potensi yang hanya menguntungkan
secara pribadi/golongan. Kaidah ini melindungi Direksi dan pejabat perseroan dari
pertanggungjawaban atas transaksi yang tidak menguntungkan atau merugikan
perseroan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-
hatian dan dalam lingkup kewenangan Direksi atau pejabat yang bersangkutan.’
Prinsip BJR dapat diterapkan untuk melindungi direksi perseroan terbatas secara
pribadi jika direksi melaksanakan tugas dengan prinsip kehati-hatian dan tanpa
ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri dan juga niat buruk (Moral Hazard).
Pengelolaan terhadap Kekayaan negara dalam BUMN sangat wajib untuk
dipertanggungjawabkan kepada negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang
Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut
UUKN) Keuangan negara mengategorikan kekayaan tersebut secara demikian:
“kekayan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah.”
Menurut peraturan di atas dapat dipahami bahwasanya saham negara merupakan
jenis keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan. Selanjutnya,

terdapatnya kehilangan kerugian dalam keuangan negara maka akan masuk dalam

tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang

* Black, Henry Campbell, 1999, Black’s Law Dictionary, St. Paul : West Group. him. 81



Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Selanjutnya disebut sebagai UU
Tipikor):
“setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perkonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 Tahun.”
Berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU TIPIKOR jika terjadi kerugian
keungan negara maka harus dipertanggung jawabkan jika masuk kedalam unsur
tindak pidan korupsi. Dalam hal ini juga berkaitan dengan saham negara
(kekayaan negara) pada BUMN vyang jika terjadi kerugian didalam BUMN
tersebut maka negara juga mengalami kerugian, sehingga bisa dikatakan direksi
harus bertanggung jawab kepada negara atas kerugian keuangan negara tersebut.
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi pun memiliki
petunjuk yang telah secara secara jelas melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016
tentang “Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi® dengan
disahkanya peraturan tersebut menjadi acuan bagi penegak hukum jika ada tindak
pidana apa saja termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam
hal ini BUMN. Dalam menjalankan usaha seperti pada umumnya perusahaan ada
resiko bisnis untung dan rugi dalam menjalankan usaha adalah suatu hal yang
umum. Keuntungan yang diperoleh BUMN dalam menjalankan usaha akan
masuk menjadi pendapatan negara melalui deviden yang didapat atas saham yang

dimiliki. Kemudian bagaimana jika BUMN mengalami kerugian dalam

menjalankan usaha. Seperti halnya contoh BUMN PT.ASURANSI JIWASRAYA



yang diperkirakan menanggung kerugian lebih dari 13,6 Triliyun akibat kegagalan
bisnis.” Kerugian BUMN tesebut sangat berpengaruh pada kerugian keuangan
negara karena negara sebagai pemiliki saham mayoritas.
Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan:
“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (2): Direksi
berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.”

Maka, berdasarkan pada pemahaman pasal di atas dapat ditarik suatu pemahaman
bahwa prinsip BJR merupakan landasan yang sangat berperan krusial dalam
pengoperasian perseroan dan pengelolaan perusahaan. Namun timbul satu kondisi
bagaimana jika BUMN mengalami kerugian yang sangat besar seperti yang di
alami oleh BUMN PT.ASURANSI JIWASRAYA yang mengalami kerugian
hingga di atas 10 triliyun rupiah.
1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas pada akhirnya menghasilkan
perumusan masalah sebagai berikut: Dapatkah Prinsip Business Judgement Rule
diterapkan pada direksi BUMN PT.JIWASRAYA vyang terkait kasus tindak
Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Tujuan Akademik

®_ Caesar akbar “Kerugian Jiwasraya Lebih Dari Rp.10 Triliyun akibat salah investasi saham”
https://bisnis.tempo.co/ di unduh pada tanggal 16 Februari 2020 Pukul 09:34 WIB



https://bisnis.tempo.co/

Sebagai salah satu syarat untuk untuk memenuhi persyaratan akhir dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu
hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
b. Tujuan Praktis
a. Untuk lebih mengetahui dan memahami prinsip atau asas Ultra Vires
dan prinsip Business Judgement Rule yang terdapat dalam
pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara.
b. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan prindip Business
Judgement Rule dapat diterapkan dalam perkara Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Direksi BUMN.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,
yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan
kepada pembaa mengenai cara menganalisis terakait penjatuhan hokum
sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap konsep asas Business
Judment Rule dan asas Ultra Vires yang diterapkan kepada pelaku tindak
pidana korupsi.

1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian

yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan



yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian yang objeknya adalah
permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada
dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah peneltian hukum
normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.°
1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-
Undang (statute approach) dan doktrin (doctrinal approach). Pendekatan
Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.Hasil dari
telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.’
Sedangkan Doctrinal approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah doktrin/pendapat para ahli bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang diteliti
1.5.3 Bahan Hukum
Adapun Bahan Penelitian ada dua jenis yakni:
A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa

peraturan perundang-undangan.®

® Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia
Publishing, 2007, him. 294-295

"Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum, Surabaya, Prenada Media Group, 2005, him. 93.

® Ibid, him. 141
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1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal
hukum, dokumen, maupun dari website.
1.5.4 Langkah Penelitian
1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah pengumpulan yaitu
inventarisnya,kualifikasi, dan sistematis. Dimana Inventaris adalah langkah
mencari dan mengumpukan bahan hukum sesuai rumusan masalah.® Kualifikasi
adalah langkah memilah-milah bahan hukum sesuai dengan kebutuhan
pembahasan penelitian. Sistematis adalah langkah membaca bahan hukum harus

secara sistematis,yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan.

® Ibid, him. 45
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2 Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dogmatik sehingga
metode yang digunakan adalah metode deduktif, yang berarti berawal dari hal
yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk
menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus.'® Dalam penelitian ini, saya
menggunkana penafsiran Outentik dan penafsiran sistematis. Penfasiran Outentik
adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan itu sendiri. sedangkan Penafsiran Sistematis adalah
penafsiran yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal
lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain
untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dimana terdapat beberapa sub bab sebagai
berkikut:
BAB | Pendahuluan Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dengan
menggunakan Latar Belakang kasus Jiwasraya sebagai salah satu BUMN
pemerintah Indonesia yang akhir-akhir ini marak diberitakan kerugian keuangan
negara pada BUMN PT.JIWASRAYA sebesar 13,7 Triliyun Rupiah, mengingat
BUMN adalah badan hukum tertentu dalam pembuktian dalam perkara tindak
pidana korupsi diperlukan Prinsip Business Judgement Rule dan asas Ultra Vires,

hal inilah yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah.

9 1hid, him. 35
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BAB Il Hakekat dan pengertian Badan Usaha Milik Negara terkait tindak
pidana korupsi dan penerapan Prinsip Business Judgement Rule Bab ini
terdiri dari 2 (dua) sub bab dengan substansi materinya meliputi

BAB 2.1 Pengertian Perseroan Terbatas dan Aspek Yuridis di
Indonesia, Bab ini mengengukakan pengertian Perseroan Terbatas menurut
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta aturan-
aturan hukum terkait perseroan terbatas di Indonesia.

BAB 2.2 Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara, Bab ini
mengemukakan pengertian BUMN sebagaimana diutarakan menurut UU BUMN
serta pengertian modal atau keuangan milik negara yang terpisah, mengingat
BUMN sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang terbagi habis dalam
saham.

BAB 2.3 Latar Belakang adanya Prinsip Business Judgement Rule
dalam hukum perseroan. Bab ini mengupas secara Prinsip Business Judgement
Rule secara aspek historis latar belakang adanya prinsip tersebut beserta
penerapan prinsip tersebut dalam dunia praktik hukum yang ada di Indonesia.

BAB 2.4 Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan
Negara, Bab ini mengupas secara teoritik tindak pidana korupsi menurut undang-
undang tindak pidana korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPPIKOR) khususnya
pasal 3 UU TIPIKOR beserta unsur-unsurnya selain itu kerugian keuangan negara
sebagai unsur pokok Tipikor diulas pula yang dikaitkan dengan keuangan negara

yang dipisahkan.
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BAB IIl  Analisis pertanggung jawaban direksi BUMN
PT.JIWASRAYA dikaitkan dengan prinsip Business Judgement Rule dalam
UU TIPIKOR bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab.

BAB 3.1 Kronologi Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam
PT.JIWASRAYA, Bab ini mengupas secara rinci kasus Tindak pidana korupsi
yang terjadi dalam BUMN PT.JIWASRAYA, yang mengaibatkan negara
mengalami kerugian keuangan diperkirakan mencapai 13,6 Triliyun Rupiah serta
keberadaan asas-asas dan prinsip-prinsip yang menyertai dalam pertanggung
jawaban BUMN.

BAB 3.2 Analisas tentang prinsip Business Judgement Rule dan asas
Ultra Vires, terkait dengan pertanggung jawaban Direksi BUMN
PT.JIWASRAYA, dengan adanya perkara tindak pidana korupsi di BUMN
PT.JIWASRAYA yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 13,6
Triliyun Rupiah, apakah direksi BUMN dapat dimintai pertanggung jawaban
pidana atas kerugian keuangan negara tesebut dan bagaimana tolak ukur Business
Judgement Rule dan asas Ultra Vires dalam perkara PT.JIWASRAYA

BAB IV Penutup, Bab ini terdiri dari Kesimpulan merupakan suatu
pernyataan yang mengadung makna dari pembicaraan, kesimpulan diperoleh dari
untaian fakta-fakta yang terjadi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan metode
berpikir induktif atau dedukif.!’ Dalam penelitian ini menggunakan metode
deduktif sehinga kesimpulan yang di ambil berdasarkan pedekatan deduktif

terkait dengan masalah yang di kaji sesuai dengan rumusan masalah yang telah di

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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teliti. Saran merupakan anjuran yang dikemukakan.*? Dalam saran ini nanti akan
dikemukakan anjuran atau rekomendasi peyelesaian masalah oleh penulis

bedasarkan analisis maalah dan kesimpulan yang telah dibuat.

12 1bid



